
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Telah dilakukan Hak Uji Materi di MK dengan putusan MK Nomor 115/PUU-VII/2009, 
tanggal 10 November 2010 

Dengan ketentuan: 

- Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 

- Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang:  
i) frasa, ”Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) 

tidak terpenuhi, maka...”, dihapus, sehingga berbunyi, para serikat pekerja/serikat 
buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara 
proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat 
buruh”, dan 

ii) ketentuan tersebut dalam angka (i) dimaknai ”dalam hal di satu perusahaan 
terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, maka jumlah serikat 
pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan 
dengan pengusaha dalam suatu perusahaan adalah maksimal tiga serikat 
pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah 
anggotanya minimal 10% dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam 
perusahaan; 

- Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang: 
i) frasa, ”Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) 

tidak terpenuhi, maka...”, tidak dihapuskan,dan 
ii) ketentuan tersebut tidak dimaknai ”dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih 

dari satu serikat pekerja/serikat buruh, jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang 
berhak mewakili dalam melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu 
perusahaan adalah maksimal tiga serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan 
serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya minimal 10% dari seluruh 
pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan. 

 


